ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu perwujudan dari penegasan
dianutnya paham negara hukum oleh konstitusi Indonesia. Mahkamah Konstitusi
(MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
disamping Mahkamah Agung (MA) sebagaimana tertuang pada Pasal 24 ayat (2) UUD
NRI 1945. Salah satu kewenangan yang dimiliki MK sesuai amanat konstitusi adalah
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Melalui Putusan MK Nomor
76/PUU/2017 MK menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dalam uji
materi Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diajukan oleh Habiburokhman sebagai Pemohon
| dan Asma Dewi sebagai Pemohon Il. Putusan MK yang demikian kedepanya tentu
akan menimbulkan implikasi hukum terhadap pelaksanaan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal
45A ayat (2) UU ITE. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan
menganalisis latar belakang penolakan permohonan uji materi dalam putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU/2017 serta implikasinya terhadap pelaksanaan
Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sumber data sekunder yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseach).

Berdasarkan hasil penelitian, pertama, penolakan MK terhadap seluruh
permohonan para Pemohon didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa Pokok
permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedua, Implikasi atau akibat hukum dari
adanya putusan MK nomor 76/PUU/2017 terhadap pelaksanaan Pasal 28 ayat (2) dan
Pasal 45A ayat (2) UU ITE yaitu (1) terhadap putusan MK Nomor 76/PUU/2017 sudah
tidak ada lagi upaya hukum serta bersifat mengikat bagi setiap warga negara; (2)
permohonan uji materi Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE tidak dapat
dilakukan kembali terhadap pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan batu uji yaitu
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD
NRI 1945; (3) istilah “golongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2)
mengatur pidana dalam konteks penyebaran informasi public; (4) istilah “antar
golongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE tidak melindungi
kelompok atau golongan pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman tetap oleh
pengadilan; dan (5) setiap orang yang berpendapat melalui media sosial berpotensi
melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE terutama dalam
hubungannya dengan frasa “antargolongan”.
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